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ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu mekanisme membangun keadilan dan pemerataan
kesejahteraan dalam Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf memiliki keistimewaan
dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah karena potensial memberikan manfaat
jangka panjang untuk masyarakat terutama wakaf produktif. Studi bertujuan untuk
membahas regulasi wakaf dan gerakan wakaf produktif. Studi merupakan ikhtisar one day
workshop waqf fundriser di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Metode
penulisan adalah menulis ikhtisar wokshop dengan memaparkan, menginterpreasikan, dan
mendiskusikan materi workshop dengan literatur terkait. Materi workshop membahas
mengenai urgensi wakaf, regulasi wakaf, dan Gerakan Indonesia Berwakaf di Indonesia.
Wakaf telah diatur dalam undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan Badan Wakaf
Indonesia. Gerakan Indonesia Berwakaf menunjukkan urgensi gerakan berwakaf produktif.
Gerakan Indonesia Berwakaf dimulai dari mailstone wakaf uang dan bekerjanya wakaf
produktif untuk mencapai tujuan gerakan. Telaah literatur menemukan pelaksanaan Gerakan
Indonesia Berwakaf dalam bentuk gerakan berwakaf produktif masih memerlukan perbaikan
terutama dalam perbaikan kelembagaan penyelenggara wakaf. Pelaksanaan wakaf masih
kurang didukung oleh data pelaksanaan wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf.
Pencapaian gerakan berwakaf produktif disarankan dimulai dari perbaikan lembaga
pelaksana wakaf nasional dalam menyediakan data pelaksanaan pengelolaan wakaf dan
penerima wakaf.

Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia, Gerakan Indonesia Berwakaf, ikhtisar, wakaf,

wakaf produktif.

PENDAHULUAN

Islam mengatur keadilan dan pemerataan kesejahteraan dalam suatu
mekanisme berbagi dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang berkekurangan.
Islam mengatur infak, sedekah, pinjaman tanpa bunga, zakat, dan wakaf sebagai
mekanisme berbagi (Razak, 2020; Yumarni et al., 2021). Keseluruhannya merupakan

bentuk filantropi dalam Islam (Uyun, 2015).
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Sedekah merupakan pemberian secara sukarela. Sedekah tidak memiliki
ketentuan khusus untuk mengatur siapa yang memberikan dan berapa jumlah yang
diberikan. Sedekah diberikan kepada orang tua, fakir miskin, yatim, orang dalam
perjalanan, keluarga, atau guru. Sedekah diutamakan diberikan kepada tetangga,
saudara, dan terakhir adalah orang lain (Badan Amil Zakat Nasional, 2023, 21 Juni).
Infak merupakan tindakan membalanjaan harta. Infak berbeda dengan sedekah
karena infak harus dalam bentuk harta material. Infak terbagi menjadi dua, infak
untuk kebaikan dan keburukan. Infak menjadi keburukan saat harta dibelanjakan

untuk menghalangi penegakan agama Islam (Badan Amil Zakat Nasional, 2025a).

Zakat harta merupakan pajak kesejahteraan dalam Islam (Saad & Al Foori, 2020).
Zakat hanya dibebankan kepada muslim dewasa (baligh) yang memenuhi syarat
tertentu. Syarat tersebut adalah haul atau batas waktu dalam satu tahun dan nisab atau
batas jumlah harta yang memiliki konsekuensi kewajiban zakat. Kelompok penerima
zakat adalah fakir, miskin, amil, mualaf, riqgab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil

(Badan Amil Zakat Nasional, 2025).

Wakaf secara terminologi merupakan penahanan penggunaan atau pemindahan
aset agar dapat digunakan untuk kepentingan agama (Sulistiani, 2021; Yumarni et al.,
2021). Wakaf merupakan lembaga penting dalam Islam yang memberikan dasar
keberadaban Islam dan terkait dengan seluruh kehidupan religi dan sosial ekonomi
muslim (Abbasi, 2012). Terdapat beberapa bentuk wakaf, yaitu wakaf khayri atau
umum, wakaf fi ahli atau keluarga, wakaf mushtarak atau campuran antara umum dan

keluarga, dan wakaf istibdal atau pertukaran (Yacoob & Yacoob, 2013).

Kebaikan dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf akan semakin berdampak
melalui pengelolaan yang baik (Elbanna, 2024; Yumarni et al., 2023). Pengelolaan
zakat, infak, sedekah, dan wakaf difasilitasi negara dalam bentuk regulasi dan
kelembagaan pengelola (Elbanna, 2024). Tujuan pengelolaan untuk meningkatkan

kemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan dan
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mengurangi kemiskinan dalam masyarakat (Nugraha, et al., 2022; Shirazi, 2014;

Susilo, 2016).

Wakaf memiliki keistimewaan karena selain sebagai mekanisme berbagi dan
filantropi, wakaf potensial memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat
(Razak, 2020). Wakaf telah berkontribusi dalam membangun kesejahteraan jangka
panjang dalam sejarah Islam. Wakaf sumur Ustman bin Affan (Badan Wakaf
Indonesia, 2021, 19 November), wakaf kebun Abu Thalhah Badan Wakaf Indonesia,
2020, 3 Januari), dan wakaf sahabat lain memberikan manfaat pada masyarakat di
masa mereka hingga saat ini (Badan Wakaf Indonesia, 2020, 10 Juni). Wakaf-wakaf
lain yang memberikan manfaat jangka panjang misalnya Habib Bugak Asyi (Badan
Wakaf Indonesia, 2024, 3 Juni), wakaf Al-Azhar (Amin, 2020), Universitas Al
Qurawiyyin di maroko (Hoque & Abdullah, 2021), Universitas Oxford, Stanford, dan
Harvard (Badan Wakaf Indonesia, 2022, 6 Januari). Salah satu lembaga pemberi
beasiswa terbesar di Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibiayai
oleh dana wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020, 27 Januari).

Wakaf produktif lebih berpeluang membangun kesejahteraan dalam
masyarakat (Razak, 2020). Wakaf-wakaf contoh di atas tergolong sebagai wakaf
produktif. Pengelolaan wakaf produktif berperan dalam pembiayaan pendidikan
(Izzati Mohd Roslan et al., 2024) dan kesejahteraan masyarakat (Ardiyansyah & Kasdji,
2021; Razak, 2020). Pengelolaan wakaf produktif memerlukan perbaikan dalam
kelembagaan pengelola wakaf (Iman et al., 2021). Perbaikan kelembagaan termasuk
perbaikan regulasi, lembaga pengelola wakaf, peningkatan pengetahuan dan peran
wakif, serta reaktualisasi pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat jangka

panjang (Iman et al., 2021; Razak, 2020; Ulfa & Mustafa, 2023).

Mengacu pada peran penting wakaf produktif, studi ini bertujuan untuk
menjabarkan pelaksaaan wakaf produktif di Indonesia. Studi merupakan ikhtisar one
day workshop waqf fundriser di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024.

Studi bertujuan untuk membahas regulasi wakaf dan gerakan wakaf produktif
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sebagai inti dari materi workshop. Studi berkontribusi terhadap pemahaman

mengenai regulasi wakaf dan urgensi gerakan wakaf produktif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Ikhtisar workshop dapat disajikan dalam bentuk artikel ilmiah (lihat Jovanovic,
1998; Nass et al., 2015; Tannock et al., 2004). Artikel-artikel ilmiah tersebut menyajikan
ikhtisar wokshop dengan memaparkan hal-hal penting dalam workshop, melakukan
interpretasi, dan mendiskusikan dengan literatur terkait. Studi ini menggunakan cara
yang sama dengan penelitian terdahulu (Jovanovic, 1998; Nass et al., 2015; Tannock
et al.,, 2004). Interpretasi dan diskusi untuk membahas hal-hal penting dalam worksop
dilakukan dengan literatur terkait. Literatur terkait diperoleh melalui telaah literatur.
Telaah literatur dilakukan secara sederhana berdasarkan kesesuaian antara materi
pembahasan worskhop dengan literatur terkait seperti penelitian terdahulu (Purnomo
2023; Purnomo & Suryani, 2025; Purnomo & Musyafi, 2022; Purnomo, 2021). Telaah
literatur tidak mengikuti metode baku tertentu seperti dalam analisis bibliometrik
(Purnomo, 2023; Purnomo, 2025a; 2025b). Hal ini menyebabkan telaah literatur dalam

studi ini tidak memadai sebagai metode penelitian telaah literatur (Kraus et al., 2022).

Subjek studi adalah materi one day workshop wagqf fundriser di di Universitas
Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Judul materi workshop adalah Figh dan
Regulasi Wakaf, disampaikan oleh Tatang Astarudin. Pemateri menyampaikan
materi workshop dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia,
lembaga pengelola wakaf resmi pemerintah Republik Indonesia. Pemateri juga
menuliskan statusnya sebagai dosen di Universitas islam Nusantara Sunan Gunung

Djati Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Wakaf di Indonesia
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Regulasi wakaf telah ada sejak masa pemerintah kolonial. Regulasi wakaf
pertama adalah Surat Edaran pemerintah Kolonial Belanda. Surat edaran tersebut
adalah surat edaran Nomor 6196 tahun 1909, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390
Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935. Setelah masa kemerdekaan dikeluarkan
Surat Edaran Jawatan Urusan Agama. Surat edaran tesebut adalah Nomor 3/D/1956
mengenai wakaf yang bukan milik kemesjidan dan Nomor 5/D/1956 mengenai

prosedur perwakafan tanah.

Regulasi mengenai wakaf pada awalnya mengatur wakaf tanah. Tanah wakaf
telah diakui dan dilindungi dalam UU No. 5 tahun 1960 mengenai pokok-pokok
agraria (Pasal 49 ayat 3). Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengatur
perwakafan tanah milik. Bagian menimbang huruf a menyebutkan wakaf
diselenggarakan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
Kemudian ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam (KHI). Regulasi ini mengatur objek wakaf di mana objek wakaf dapat
berbentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak. KHI mengatur mengenai nazhir
atau pengelola wakaf dan tata cara menyelenggarakan wakaf (Yumarni et al., 2023;
Yumarni, 2019). Tahun 2004 pemerintah menetapkan UU Nomor 41 Tahun 2004 yang
mengatur wakaf. Sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42

tahun 2006 yang diubah oleh Pemerintah Nomor 25 tahun 2018.

Pemerintah menentapkan peraturan dalam bentuk peraturan menteri agama.
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 mengatur administrasi pendaftaran
wakaf uang. Model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.1I/420 Tahun
2009. Tata cara perwakafan benda bergerak selain uang dan benda tidak bergerak
diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Keputusan Direktur
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 menjelaskan teknis

pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013. Peraturan Menteri
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Agama Nomor 1 tahun 2022 mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf uang

yang dilakukan melalui uang tunai yang berkaitan dengan sukuk.

Badan Wakaf Indonesia menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor
1 Tahun 2007, Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2009,
Nomor 2 Tahun 2009, Nomor 2 Tahun 2010, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 2 Tahun
2012, Nomor 3 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor
3 Tahun 2020. Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan atas perauran
Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Nomor
2 tahun 2012, Nomor 4 Tahun 2010, dan Nomor 1 Tahun 2020 mengatur pedoman
pengelolaan dan pengembangan uang dan harta benda wakaf. Peraturan Badan
Wakaf Indonesia tersebut menjelaskan secara rinci pengelolaan harta wakaf untuk
meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan seperti pada upaya
pemberdayaan masyarakat (Adirianto et al., 2025; Hernawan et al., 2024; Hernawan

et al,, 2021; Purnomo, 2020; Purnomo et al., 2022).
Gerakan Berwakaf Produktif

Materi wokshop menekankan urgensi wakaf produktif. Gerakan berwakaf
produktif telah dimulai sejak penetapan Nomor UU 41 Tahun 2004. Salah satu
pendorong penetapan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah diskursus mengenai wakaf
uang untuk mendorong wakaf produktif (Abdoeh, 2020). Kebijakan merupakan
elemen penting dalam pelaksanaan program (Purnomo, 2023). Regulasi wakaf telah
mengatur wakaf benda tidak bergerak termasuk wakaf uang untuk optimalisasi
wakaf produktif. Penjelasan Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan
usaha produktif dalam pengelolaan wakaf merupakan suatu upaya pengelolaan dan
pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk-bentuk yang menghasilkan
keuntungan. Usaha produktif merupakan pengelolaan harta benda wakaf oleh nazhir
untuk dapat meningkatkan kemanfaatan harta benda wakaf bagi maukuf alaih atau
penerima manfaat wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dan Nomor 25

tahun 2018 tidak mencantumkan mengenai pengelolaan wakaf secara produktif.
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Materi workshop membahas pelaksanaan wakaf produktif diatur dalam
peraturan badan wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini tercantum dalam
Pasal 1 angka 1. Nazhir atau pengelola harta benda wakaf merupakan pihak yang
bertanggung-jawab dalam melaksanakan usaha produktif wakaf. Pelaksanaan
pengelolaan wakaf oleh nazhir mengacu pada prinsip syariah dan dapat bekerjasama
dengan pihak lain untuk meningkatkan optimalisasi usaha produktif. Nazhir
memperoleh imbalan dari hasil bersih pengelolaan harta benda wakaf sebagai
motivasi bagi nazhir untuk mengelola harta benda wakaf. Jika nazhir tidak
melaksanakan tugasnya maka mnazhir dapat diganti seperti yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Gambar 1 menunjukkan skema umum

pengeloaan aset wakaf.

Materi workshop tidak membahas bahwa regulasi mengatur bahwa peruntukan
harta benda wakaf ditentukan oleh wakif atau pemberi wakaf. Ketentuan tersebut
diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU Nomor 41 tahun 2004. Penekanan terhadap
nazhir dalam pengembangan usaha poduktif wakaf memerlukan dukungan
pemahaman dari wakif. Namun, Badan Wakaf Indonesia menyadari bahwa kekuatan
wakaf terutama bertumpu pada wakif. Wakif dan calon wakif merupakan kekuatan
besar untuk mengegerakan wakaf di Indonesia. Kesadaran tersebut muncul dalam
bentuk Gerakan Indonesia Berwakaf. Materi workshop menekankan pentingnya
Gerakan Indonesia Berwakaf yang dimulai dari penumbuhan literasi wakaf. Gerakan
Indonesia Berwakaf menekankan peran wakif dalam bentuk peningkatan literasi

perwakafan.
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Gambar 1. skema umum pengeloaan aset wakaf

Sumber: Materi presentasi dalam one day workshop waqf fundriser di di Universitas
Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024

Gerakan Indonesia Berwakaf didasari dari kesadaran bahwa wakaf merupakan
raksasa tidur” untuk menggerakkan perekonomian berdasarkan agama Islam yang
telah mendapatkan dukungan regulasi pemerintah. Penggiatan wakaf memerlukan
gerakan masif-kolektif untuk menjadikan wakaf sebagai penyangga pertumbuhan

dan ketahanan ekonomi nasional.

Milestone untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf telah dimulai sejak
tahun 2010. Penanda utama di tahun 2010 sampai 2017 adalah gerakan wakaf uang.
Gerakan Indonesia Berwakaf direncanakan mencapai tujuan pada tahun 2045. Tujuan
pada tahun 2025 adalah wakaf maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Gambar 2

menunjukkan milestone Gerakan Indonesia Berwakaf.

Gerakan Indonesia Berwakaf selain menekankan pada peran wakif juga

menekankan pada peran kebijakan, kelembagaan wakaf, peningkatan kualitas
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sumberdaya pengelola wakaf, pengelolaan wakaf secara produktif, dukungan
teknologi dalam pengelolaan wakaf, serta kontribusi wakaf terhadap pembangunan
nasional dan global. Hal-hal tersebut tertuang dalam peta jalan pengembangan wakaf
nasional. Gerakan Indonesia Berwakaf memandang penting peran nazhir dan
menekankan transformasi nazhir untuk dapat mewujudkan Gerakan Indonesia
Berwakaf. Perbaikan kelembagaan menekankan pada kompetensi nazhir. Prasyarat yang
harus ada untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf adalah gagasan, pemimpin,

pemangku kepentingan (stakeholders), penanggung kepentingan bersama (shareholders),

media, dan instumen jaringan.

2010 - 2017 2021 - Mei 2024 o 7 M
Gershan Nasional ONWU Il Era Baru m%
Wakat Uang (GNWU) | Pormatatan Nasional

01

2017-2020 oo os  Mel 2024 - 2027
Wakat Pedull e Gerahu hdonesa
Indoneais (KALSA| Darwakat

Gambar 2. Milestone Gerakan Indonesia Berwakaf

Sumber: Materi presentasi dalam one day workshop wagqf fundriser di di Universitas
Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024

Gambar 1 dan 2 menunjukkan Gerakan Indonesia Berwakaf menekankan pada
gerakan berwakaf produktif. Gerakan Indonesia Berwakaf dimulai dari wakaf uang
dan bertujuan untuk menjadikan wakaf maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Sejarah

wakaf menunjukkan wakaf dapat berperan dalam mendukung kesejahteraan
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masyarakat melalui wakaf produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2020, 3 Januari; 2020,
27 Januari; 2020, 10 Juni; 2021, 19 November; 2024, 3 Juni; Hoque & Abdullah, 2021).
Penelitian terdahulu menemukan peran wakaf untuk kesejahteraan masyarakat
dilakukan melalui wakaf produktif (Ardiyansyah & Kasdi, 2021; Izzati Mohd Roslan
et al, 2024; Razak, 2020). Pelaksanaan wakaf produktif dalam membangun
kedaulatan terlebih dahulu dapat diotimalkan dalam mengurangi kemiskinan di
dalam masyarakat (Nugraha, et al.,, 2022; Shirazi, 2014; Susilo, 2016). Penduduk
miskin di Indonesia masih 9,03% atau 25,22 juta orang pada tahun 2024 (Badan Pusat
Statistik Indonesia, 2024). Optimalisasi peran wakaf produktif dapat berperan dalam
mengurangi kemiskinan dalam masyarakat (Razak, 2020). Gerakan Indonesia

Berwakaf lebih sesuai sebagai gerakan berwakaf produktif.

Telaah literatur pada tingkat pelaksanaan wakaf menunjukkan gerakan
berwakaf produktif memerlukan perbaikan mendasar pada kelembagaan pelaksana
wakaf. Badan Wakaf Indonesia telah memasukkan indikator wakaf produktif sebagai
indikator penilaian Indeks Wakaf Nasional (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Indikator
wakaf produktif terdapat pada indikator hasil dan dampak. Indikator hasil mengukur
rasio wakaf produktif terhadap wakaf non produktif dan rasio jangkauan maukuf
alaih. Indikator dampak mengukur dampak wakaf terhadap kesejahteraan maukuf
alaih dan dampak penggunaan infrastruktur wakaf terhadap pendidikan, kesehatan,
dan ibadah. Laporan penilaian Indeks Wakaf Nasional menunjukkan bahwa
pelaksanaan wakaf produktif belum mencantumkan data pelaksanaan wakaf
produktif secara terperinci. Laporan penilaian Indeks Wakaf Nasional menunjukkan
keterbatasan data maukuf alaih. Keterbatasan data menyebabkan indikator hasil
dampak tidak dapat terukur dengan baik. Konfirmasi pada website Badan Wakaf

Indonesia tidak menemukan data maukuf alaih.

Gambar 1 menunjukkan pengeloaan aset atau harta benda wakaf secara
produktif dapat terdata dengan jelas dan terperinci. Data pengelolaan aset dapat

dilihat dari data jaminan aset di asuransi atau data kerjasama pengelolaan aset.
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Ketidak-adaan data di laporan resmi Badan Wakaf Indonesia menunjukkan
kekurangan lembaga pengelola wakaf. Ketiadaan data di website Badan Wakaf
Indonesia menunjukkan data wakaf tidak dapat diakses oleh publik. Data
pengelolaan wakaf merupakan data publik yang seharusnya dapat diakses oleh

seluruh masyarakat Indonesia menurur Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbatasan data di Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga resmi pengelola
wakaf di Indonesia menunjukkan kebutuhan perbaikan kelembagaan dalam
mewujudkan Gerakan Berwakaf Indonesia. Pilar pelaksanaan Gerakan Berwakaf
Indonesia masih memerlukan penguatan pada elemen kelembagaan wakaf dan
peningkatan kualitas sumberdaya pengelola wakaf sebelum dapat berabjak ke elemen
lain untuk dapat meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional
dan global. Perbaikan kelembagaan terutama sumberdaya manusia dalam
mengaktualisasikan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat masih
diperlukan (Iman et al.,, 2021; Razak, 2020; Ulfa & Mustafa, 2023). Pembangunan
infrastruktur melalui lembaga wakaf memerlukan optimalisasi untuk dapat
membangun kesejahteraan masyarakat (Yumarni et al.,, 2021). Optimalisasi sulit
dilakukan tanpa data. Prasyarat yang harus ada untuk mewujudkan Gerakan
Indonesia Berwakaf atau gerakan berwakaf produktif pertama adalah perbaikan
kelembagaan pelaksana wakaf di tingkat nasional. Lembaga pengelola wakaf perlu
bertanggung-jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf dengan menyediakan data

pelaksanaan wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf.

KESIMPULAN

Materi presentasi dalam one day workshop wagqf fundriser di di Universitas
Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024 menyampaikan urgensi wakaf sebagai
kekuatan penyangga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Sejarah wakaf
menunjukkan peran penting wakaf terutama wakaf produktif dalam

mensejahterakan masyarakat. Regulasi wakaf telah mengatur pelaksanaan wakaf di
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Indonesia dan pemerintah telah menetapkan lembaga pengelola wakaf. Urgensi
wakaf mendorong Gerakan Indonesia Berwakaf. Gerakan ini ditinjau dari mailstone
dan tujuannya menunjukkan gerakan berwakaf produktif. Gerakan ini dimulai dari
penumbuhan literasi wakaf, kebijakan, perbaikan sumberdaya manusia,
pengembangan pengelolaan yang berdampak, dan penguatan teknologi untuk dapat
menguatkan kontribusi wakaf di tingkat nasional dan global. Prasyarat gerakan
adalah gagasan, pemimpin, stakeholders, shareholders, media, dan instumen jaringan.
Telaah literatur menunjukkan Badan Wakaf Indonesia masih belum dapat
menyajikan data wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf. Gerakan berwakaf
produktif direkomendasikan untuk dimulai dari perbaikan kelembagaan pengelola
wakaf nasional. Pemenuhan ketersediaan data pengelolaan wakaf dan penerima
manfaat perlu memperoleh perhatian pertama sebelum beranjak pada langkah lain

dalam gerakan berwakaf produktif

Studi ini memiliki keterbatasan dalam memberikan rekomendasi karena hanya
berdasarkan pada isi materi workshop dan telaah literatur terbatas. Studi selanjutnya
diekomendasikan untuk melakukan analisis pada pelaksanaan waf di Indonesia

untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap Gerakan Indonesia Berwakaf.
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